
 
 
 
 
 
 

 

 

PERATURAN  BUPATI  KAPUAS HULU 

NOMOR       20      TAHUN 2014 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 

 

BUPATI KAPUAS HULU, 

 

 

Menimbang :  

 

 

 

 

 

 

Mengingat   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015; 

 

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820);  

2. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang   

Keuangan      Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 

4.     Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia  Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peranturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola 

Keuangan Daerah; 

 

 

 

 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 

tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2011 – 2015; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 ; 

16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013, 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 

2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

TAHUN 2015. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota  dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

 

 

 



5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan Bupati/ 

atau Peraturan Bupati / Walikota. 

6. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja. 

8. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu. 

9. Perencanaan adalah  suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan 

sumberdaya yang tersedia. 

10. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

2015, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Kapuas 

Hulu Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang mulai 

pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 

2015. 

12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut 

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI 

 

Pasal 2 

 

(1) RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 merupakan penjabaran 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu Tahun 2011 – 2015, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2015, 

yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2015, 

serta prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 sebagaimana dikamsud 

pada ayat (1) menjadi: 

a.  Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015; 

b.  Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (RAPBD) Tahun 2015. 

 

Pasal 3 

 

Dalam rangka penyusunan usulan RKPD Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2015 : 

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu 

Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Dan Prioritas 

Anggaran di DPRD. 

b. SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 dalam 

melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dengan BAPPEDA. 

 

Pasal 4 

(1) SKPD  membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas 

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang 

keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. 

(2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 

BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.  

(3)  Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi 

analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan 

oleh SKPD yang bersangkutan. 

 

Pasal 5 

] 

Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu menelaah kesesuaian antara 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 

hasil pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu. 

 

 

 

Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal   28  Mei 2014  

BUPATI KAPUAS HULU, 

 

ttd 

 

A.M NASIR 

Diundangkan di Putussibau 
pada tanggal 30 Mei 2014 

 
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 
 

                    TTD 
 
             YOHANA ENDANG 

  
 

BERITA  DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  2014 

NOMOR  20 

 

 

 

 

 


